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PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).  

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, 

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program.   

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor perlu menyusun dan menetapkan 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015 - 2019 

sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Bogor Tahun 2015-2019 sebagimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6/2014  

tanggal 3 November 2014. Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu lingkungan hidup 

yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan 

strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan 

masukan maupun saran dari pihak eksternal. Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun    

2015-2019, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta 

memperhatikan Rencana Strategis BPLHD Provinsi Jawa Barat dan Rencana Strategis 

Kementerian Lingkungan Hidup. 

BAB 

1 
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1.2 Landasan Hukum 
  

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun     2015-2019 

didasarkan kepada : 

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 

16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 

Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 

dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
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8. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700); 

9. Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 4725); 

10. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4846); 

11. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 5038); 

12. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 5038); 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

14. Undang- Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5068); 

15. Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan        

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234); 

16. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan aatas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5589); 



Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 4 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4663); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025; 

21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

45); Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Pprovinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun       

2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160); 

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor 

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); 

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerinah Kota 

Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor 

Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 

32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 

Seri D); 

33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 

Seri E); 
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34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 tanggal 3 November 2014. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 
 

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun  2015 -2019 

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD 

Kota Bogor tahun 2015-2019 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada 

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor 

Nomor: 3 Tahun 2010  tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Bogor 

Tahun 2010 Nomor 1 Seri D).  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra SKPD tahun 2015-2019 yang bermutu 

dan akuntable terdiri dari : 

1. Sebagai pedoman dalam membuat perencanaan jangka menengah SKPD yang memuat 

visi, misi, sasaran, strategi dan kebijakan Pengeloaan Badan Lingkungan Hidup Kota 

Bogor Tahun  2015-2019. 

2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan jangka menengah 

daerah antara Renstra SKPD Tahun 2015-2019 dengan RPJM Daerah Kota Bogor 

Tahun 2015-2019. 

3. Menjadi pedoman penyusunan rencana kerja SKPD serta penganggaran mulai tahun 

2015-2019. 

 

1.4  Sistematika Penyajian 

  

Substansi Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2015 – 

2019 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan, landasan hukum dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II :  GAMBARAN PELAYANAN BPLH KOTA BOGOR 

  Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta 

kondisi organisasi. 

BAB III :  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Menjelaskan  isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan 

evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi OPD dalam periode 2015-2019. 

BAB IV :   VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN 

KEBIJAKAN  

BAB V  :   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN 

INDIKATIF 

Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan pendekatan kinerja, 

program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan, penentuan lokasi 

kegiatan dan sumber pendanaan. 

BAB VI :  INDIKATOR KINERJA BPLH KOTA BOGOR YANG MENGACU 

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

BAB VII :  KAIDAH PELAKSANAAN 

 

  

 


